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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 untuk 

Sekretariat DPRD merupakan wujud tanggung jawab organisasi terhadap pengelolaan 

anggaran dan pelaksanaan tugas fungsi berdasarkan target kinerja tahun 2022 yang telah 

diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang memberikan layanan administrasi 

dan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, maka sasaran strategis dan indikator kinerja 

yang diperjanjikan merupakan upaya untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan layanan 

tersebut. 

Tahun 2022 Sekretariat DPRD mengelola anggaran sebesar Rp. 47.058.168.113,00,- , realisasi 

anggaran mencapai Rp. 44.654.597.997,00,-  . persentase penggunaan anggaran mancapai 

94,89% Untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD tahun 2022 yang mencakup 

2 (dua) Sasaran Strategis berikut ini: 

Sasaran Strategis Indiikator Kinerja Target  
kinerja 
2022 

Realisasi 
kinerja 
2022 

% nilai 
efisiensi 

Meningkatnya Kualitas 
Layanan 
Kesekretariatan DPRD 

Persentase layanan 
kesekretariatan DPRD sesuai 
standar dan prosedur 

100% 100,58% 
2,05 

Meningkatnya Kualitas 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
Perangkat Daerah 

Predikat SAKIP Perangkat 
Daerah 

BB (80%) CC (59,69) 
-20,31 

Persentase Tertib 
Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Perangkat Daerah 

100% 92,01% 
-1,17 

Indeks Kepuasan Pengguna 
Pelayanan Publik Perangkat 
Daerah 

Baik  

(88,30%) 

Sangat Baik 

(98,46%) 
10,16 

 

Rendahnya capaian indikator penyajian SAKIP tahun 2022, sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan SDM di lingkup sekretariat DPRD yang menyajikan laporan akuntabilitas kinerja 

dan akuntabilitas keuangan organisasi,  namun untuk pemenuhan indikator kinerja lainnya 

capaian kinerja yang dihasilkan dapat dikategorikan berhasil. 
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BAB I PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

 

Dalam sebuah organisasi pemerintah setiap pelaksanaan kegiatan perlu menyusun laporan 

kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi yang terukur. Saat ini dengan 

terbitnya Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dan Permenpan RB nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi 

atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mendorong 

Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan 

baik dan benar sesuai ketentuan, oleh karena itu melalui penerapan SAKIP kinerja 

Pemerintah dapat terukur dengan baik melalui pemenuhan indikator-indikator yang telah 

ditetapkan dalam SAKIP sehingga tercipta budaya akuntabilitas dalam pelaksanaan 

kegiatan pemerintahan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun 

dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented 

goverment. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih 

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta sebagai wujud 

pertanggungjawaban instansi pemerintah yang baik, maka perlu disusun laporan 

akuntabilitas pada setiap akhir tahun. 

Landasan Hukum Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah 

sebagai berikut: 

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 
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Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 

Tahun 2019-2024; 

8. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan 

Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar; 

9. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Daerah; 

10. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 868 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja 

Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024. 

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja setiap tahun menjadi kewajiban bagi setiap 

perangkat daerah, oleh karena itu penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD tahun 2022  

dimaksudkan untuk memberikan gambaran/informasi terkait capaian kinerja sekretariat 

DPRD tahun 2022 yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan kinerja ini juga 

memberikan informasi terkait perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya dengan 

kinerja tahun berjalan (tahun 2022). 

B. KEDUDUKAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI 

Sekretariat DPRD sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang menjadi penunjang 

dalam hal pelayanan kesektariatan DPRD memiliki sejumlah tantangan yang cukup 

kompleks, secara fungsi Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan 

administrasi kesekretariatan   dan   keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 

DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 

dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. 

Dalam peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD telah diuraikan pada 

pasal 28 hingga Pasal 39. 
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1. Kedudukan Sekratariat DPRD dalam pemerintahan Kabupten Polewali Mandar adalah: 

 

 

2. Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD meliputi: 

 

penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD

penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD

fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD

penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh 
DPRD; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas 
dan fungsinya

lll
l unsur pelayanan 

administrasi dan 
pemberian dukungan 
terhadap tugas dan fungsi 
DPRD

II
II Dipimpin oleh Sekretaris 

DPRD yang dalam 
melaksanakan tugasnya 
secara teknis operasional 
berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada 
Pimpinan DPRD Kabupaten 
dan secara administratif 
bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris 
Daerah
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Susunan Organisasi sekretariat DPRD terdiri dari : 

  

3. Sumber Daya Organisasi 

Dalam menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, Sekretariat DPRD  di 

dukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia dan ketersediaan Sarana Prasarana 

Perkantoran, gambaran dukungan sumber daya dimaksud adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretaris DPRD

Bagian Umum

Kasubag 
Kepegawaian

Analis Kebijakan

Analis kebijakan

Bagian Risalah dan 
Persidangan

Perisalah Legislatif

Perancang 
Peraturan PerUU

Pustakawan

Bagian Keuangan

Analis Keuangan 
Pusat dan Daerah

Analis Keuangan 
Pusat dan Daerah

Analis Keuangan 
Pusat dan Daerah

Bagian Hubungan 
Masyarakat

Pranata Humas

Pranata Humas

Pranata Humas
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a. Sumber Daya Manusia 

Dalam penyelenggaraan tugas dan 

fungsinya Sekretariat DPRD di dukung 

oleh Sumber Daya Manusia yang terdiri 

dari 35 orang ASN dan 69 Non ASN. 

Secara hirarki jenjang jabatan di lingkup 

Sekretariat DPRD terdiri dari 1 orang 

Pejabat eselon II, 4 orang pejabat Eselon 

setingkat Eselon III.a, 1 orang Pejabat 

eselon IV. a dan kelompok jabatan 

fungsional. 

 

Jumlah ASN sebanyak 35 orang terdiri atas 18 

orang laki-laki dan 17 orang perempuan 

memiliki kualitas sumber daya yang sangat baik, 

hal ini dapat dilihat dengan tingkat pendidikan 

S1 sebanyak 18 orang, dan S2 sebanyak 10 

orang, dan hanya 6 orang yang berpendidikan 

SMA/sederajat. 

 

 

Potensi sumber daya manusia dari tingkat pendidikan berbanding lurus dengan 

jenjang golongan kepegawaian ASN di lingkup 

ekretariat DRPD, dari data kepegawaian dapat 

dilihat bahwa jumlah ASN yang berpendidikan 

terkahir SMA sebanyak 6 orang, 2 orang 

diantaranya telah menduduki pangkat 

Golongan III, sehingga ASN yang 

berpangkat/golongan II tersisa 4 orang saja. 

 

 

 

6 5
7

11

5 1
0

20

Laki-Laki Perempuan

POTENSI SUMBER DAYA 
ASN SEKRETARIAT 

DPRD

S2 S1 SMA

Gol. IV

Gol III

Gol II

• PR: 3 org

• LK : 2 Org

• PR : 13 org

• LK : 13 org

• PR : 1 org

• LK : 3 org
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b. Sarana dan Prasarana 

Berdasarkan data neraca aset Sekretariat DPRD tahun 2022, jumlah aset tetap yang 

di kelola oleh Sekretariat DPRD adalah Rp.26.615.858.076,99., yang terdiri dari 

kepemiikan aset KIB A seluas 8.649 m2 dengan nilai aset sebesar RP. 864.900.000. 

KIB C berupa 1 unit Gedung Kantor dengan nilai Rp. 18. 128.052.740,-  dan sarana 

prasarana perkantoran yang terperinci dalam aset Peralatan dan Mesin (KIB) 

dengan nilai sebesar Rp. 3.019.330.299,99. 

 

4. Sistematika laporan 

Penyusunan laporan ini memuat beberapa substansi penting yang menjadi tolok ukur 

akuntabilitas  kinerja Instansi/organisasi pemerintah di lingkup Pemerintah Kabupaten 

Polewali Mandar, oleh karena itu laporan ini disusun dengan sitematika sebagai berikut: 

a. BAB I PENDAHULUAN yang menguraikan 2 point utama yakni:  

1) Latar Belakang memberikan gambaran terkait alasan pentingnya LAKIP disusun 

oleh setiap Perangkat Daerah, menguraikan dasar hukum yang menjadi acuan 

penyusunan LAKIP dan muatan-muatan hukum yang menjadi pedoman dalam 

penyusunan laporan ini. 

2) Kedudukan Tugas, Pokok dan Fungsi sekretariat DPRD memuat tentang 

bagaimana kedudukan Sekretariat DPRD dalam struktur Pemerintahan 

Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati 

Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan SOTK Perangkat Daerah, 

menguraikan tugas dan fungsi ASN Sekretariat DPRD dalam memberikan 

pelayanan kesekretariatan kepada Anggota DPRD, Kondisi Sumber Daya 

Manusia di lingkup Sekretariat DPRD dan ketersediaan Sarana Prasarana 

sebagai penunjang kelancaran penyelenggaran pelayanan kesekretariatan 

DPRD, dan menguraikan isu-isu strategis di lingkup Sekretariat DPRD yang 

memiliki potensi untuk ditingkatkan kualitasnya. 

b. BAB II PERENCANAAN KERJA, memuat tentang: 

1)    Rencana Strategis yang menguraikan VISI MISI Kepala Daerah kurun waktu 

2019-2024, visi misi tersebut dijabarkan oleh seluruh perangkat daerah dalam 

bentuk sasaran strategis perangkat daerah, menetapkan target kegiatan 

sebagai pendukung pencapapaian visi misi kepala daerah. 
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2) Penetapan Kinerja Tahun 2022 oleh Sekretaris DPRD selaku kepala perangkat 

daerah yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan sasaran strategis dan 

pelancapaian target-target indikator perangkat daerah tahun 2022. 

c. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN  menjelaskan tentang: 

1) Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DRPD memberikan gambaran tingkat capaian 

kinerja berdsarkan Sasaran strategis yang telah ditetapkan dan mengukur 

capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan tahun 2022 sebagaimana 

telah diperjanjikan dalam PK 2022 Sekretariat DPRD, pada Bab ini telah 

menguraikan rangkaian pelaksanaan kegiatan anggota DPRD dan sekretariat 

DPRD yang di dukung oleh penganggaran bersumber dari APBD Kabupaten 

Polewali Mandar tahun 2022. 

2) Akuntabilitas Keuangan Sekretariat DPRD menguraikan tentang program 

kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategsi dan pemenuhan target 

indikator-indikator tujuan/sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretarait 

DPRD tahun 2022. 

d. BAB IV PENUTUP memuat tentang kesimpulan  dan point-point penting dari seluruh 

rangkaian pelaporan ini, dan sekaligus memberikan alternatif solusi bagi seluruh 

jajaran Anggota DPRD dan ASN di lingkup Sekretariat agar dapat lebih meningkatkan 

kualitas kinerja dan peningkatan capaian kinerja kedepannya. 

e. Dokumen Pendukung  memuat tentang dokumentasi kegitan-kegitan 

kesekretariatan DPRD baik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun 

kegiatan yang sifatnya pemenuhan tugas dan fungsi DPRD.    

5. Isu-isu strategis 

Perumusan isu-isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD 

Kabupaten Polewali Mandar dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi 

yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan 

terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 

2019-2024. Kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan 

program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kab.Polewali Mandar antara lain : 

1. Belum Optimalnya kualitas pengkajian kebijakan dan pengembangan bahan 

penyusunan produk hukum Ranperda, Peraturan dan keputusan. 
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2. Belum optimalnya efektifitas, efisiensi dan kulaitas persidangan, risalah dan 

kesimpulan hasil rapat / sidang dan peningkatan kualitas pelayanan kegiatan alat 

kelengkapan Dewan. 

3. Belum Optimalnya kualitas penyelenggaraan ketatausahaan, kompetensi sumber 

daya aparatur penyelenggaraan rumah tangga dan perlengkapan serta 

peningkatan penyelenggaraan kualitas kepegawaian. 

4. Belum optimalnya pelayanan dan fasilitas penyusunan program dan Anggaran 

DPRD secara efektif, efisien dan sistematis, peningkatan kualitas penyusunan 

program, pengelolaan anggaran sekretariat DPRD kabupaten Polewali Mandar 

serta peningkatan kualitas monitoring Evaluasi anggaran dan kegiatan Sekretariat 

DPRD kabupaten Polewali Mandar 

5. Belum Optimalnya fungsi Penyelenggaraan kehumasan, keprotokoleran dan 

Kualitas pelayanan aspirasi masyarakat. 
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BAB II PERENCANAAN KINERJA 

A. RENCANA STRATEGIS 

Rencana Strategis  merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi 

pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi / arahan sebagai 

dasar dalam mengambil keputusan. Rencana strategis Sekretariat DPRD yang telah disusun 

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024 

(RPJMD 2019-2024) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tertuang dalam 

Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024. 

Tujuan Penyusunan rencana strategis Sekretariat DPRD sebagai acuan dalam 

mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan dengan membuat beberapa 

substansi utama, antara lain: visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dilengkapi 

dengan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

masing stakeholder. 

Tahun 2022 Sekretariat Daerah menyelenggarakan tugas dan fungsinya berangkat dari 

sejumlah permasalahan yang ingin diselesaikan yang sejalan dengan visi misi pemerintah 

Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Polewali 

Mandar tahun 2019-2024 dijabarkan berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah 1. Belum Optimalnya kualitas pengkajian 
kebijakan dan pengembangan bahan 
penyusunan produk hukum  

2. Belum optimalnya kualitas pelayanan 
AKD dan kualitas dokumen risalah hasil 
persidangan dan rapat-Rapat DPRD 

3. Belum Optimalnya kualitas 
penyelenggaraan ketatausahaan, 
kompetensi sumber daya aparatur, 
penyelenggaraan rumah tangga dan 
perlengkapan. 

4. Belum optimalnya kualitas pelayanan 
dan fasilitas penyusunan program dan 
Anggaran DPRD 

5. Belum Optimalnya fungsi 
Penyelenggaraan kehumasan, 
keprotokoleran dan pelayanan aspirasi 
masyarakat 

Penyebab 

1. Rendahnya kualitas SD 

Aparatur Sekretariat 

DPRD 

2. Tidak adanya 

pelatihan teknis 

penyusunan Risalah 

persidangan 

3. Kurangnya keterlibatan 

ASN dalam pelatihan 

teknis penyusunan 

program dan anggaran 
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Sasaran 

“Meningkatnya Kualitas Layanan 
Kesekretariatan DPRD” 

“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola 
Pemerintahan Perangkat Daerah” 

Indikator : Indikator: 

Persentase layanan kesekretariatan DPRD 
sesuai standar dan prosedur 

Predikat SAKIP Perangkat Daerah 
Persentase tertib pengelolaan keuangan dan 
aset perangkat daerah 

Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik 
perangkat daerah 

 

Mencermati perkembangan penyelenggaraan administrasi pemerintahan di lingkup 

Sekretariat DPRD yang berkaitan erat dengan kualitas pelayanan kesekretariatan terhadap 

Anggota DPRD, masyarakat dan stakeholders lainnya maka penetapan target kinerja 

dilakukan secara realisitis dengan mempertimbangkan potensi yang di miliki oleh 

Sekretariat DPRD sebagai bagian dari orgnaisasi pemerintah daerah Kabupaten Polewali 

Mandar. 

Penetapan target capaian kinerja tujuan dan sasaran Sekretariat DRPD selama kurun waktu 

5 (lima) tahun dapat di cermati pada tabel berikut: 

VISI
Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera

MISI Ke IV

Memantapkan Tata Kelola PEmerintahan 
Yang Berkualitas dan Modern 

TUJUAN

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat 
Terhadap Pelayanan Publik

Indikator: 
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
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Tabel 2.1: Target Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024 

NO Tujuan Sasaran 
Indikator 

Tujuan/Sasaran 

Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke- 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

01. Meningkatnya 
Kepuasan 
Masyarakat 
Terhadap 
Pelayanan 
Publik 
 

Meningkatnya 
Kualitas 
Layanan 
Kesekretariatan 
DPRD 

Persentase 
layanan 
kesekretariatan 
DPRD sesuai 
standar dan 
prosedur 

80% 80% 80% 80% 80% 80% 

Meningkatnya 
Kualitas Tata 
Kelola 
Pemerintahan 
Perangkat 
Daerah 

Predikat SAKIP 
Perangkat Daerah 

BB BB BB BB A A 

Persentase tertib 
pengelolaan 
keuangan dan aset 
perangkat daerah 

93,33% 95,56% 93,33% 95,56% 97,78% 100% 

Indeks kepuasan 
pengguna 
pelayanan publik 
perangkat daerah 

Baik Baik 
Sangat 

Baik  

Sangat 

Baik  

Sangat 

Baik  

Sangat 

Baik  

 

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022 

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan 

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, 

terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi 

amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta 

sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang 

dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang 

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target 

kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-

tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja  

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; 

2.  Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;  

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan 

supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 
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5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 

Sekretariat DPRD telah menyusun Penetapan Kinerja tahun 2022 sebagai acuan dalam 

penyelenggaran tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam tugas fungsi dan 

kedudukannya. Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD 2022 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 

Sasaran Strategis 1 
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan DPRD 

Indikator: Target 

Persentase layanan kesekretariatan DPRD sesuai standar dan 

prosedur 

100% 

 

Sasaran Strategis 2 

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah 

Indikator: Target 

01. Predikat SAKIP Perangkat Daerah BB 

02. Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Perangkat Daerah 

100% 

03. Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat 
Daerah 

Baik 

 

Dalam rangka mencapai target kinerja atas sasaran strategis tersebut, Sekretariat DPRD 

menyelenggarakan sejumlah program pada tahun 2022 dan dukungan anggaran berikut ini: 

Tabel 2.3 : Besaran Anggaran Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2022 berdasarkan Sasaran 

Strategis Kinerja Perangkat Daerah 

Sasaran Strategis Program Kegiatan Anggaran (Rp) 

Meningkatnya 
Kualitas Layanan 
Kesekretariatan 
DPRD 

Program Dukungan 
Pelaksanaan Tugas 
dan Fungsi DPRD 

Pembentukan 
Peraturan Daerah 
dan Peraturan DPRD 

839.934.200 

Pembahasan 
Kebijakan Anggaran 

830.291.800 

Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

2.466.692.800 

Peningkatan 
Kapasitas DPRD 

1.160.476.000 
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Sasaran Strategis Program Kegiatan Anggaran (Rp) 
Penyerapan dan 
Penghimpunan 
Aspirasi Masyarakat  

9.754.223.000 

Meningkatnya 
Kualitas Tata Kelola 
Pemerintahan 
Perangkat Daerah 

Program Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

68.939.600 

Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

22.637.548.113 

Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

368.441.400 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

6.126.445.600 

Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

699.027.200 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

781.226.800 

Pemeliharaan 
Barang milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

854.838.000 

Layanan Keuangan 
dan Kesejahteraan 
DPRD 

470.083.600 
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN 

 

A. AKUNTANBILITAS KINERJA 

Mengukur kinerja organisasi agar dikatakan akuntabel dilihat pada capaian kinerja 

organisasinya yang berjalan secara transparan dan terukur dan berkesinambungan 

sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

Akuntabilitas kinerja merupakan acuan/dasar dalam menilai keberhasilan kinerja organisasi 

sebagiamana yang telah terutang dalam perjanjian kinerja yang disepakati/diperjanjikan. 

Tolok ukur keberhasilan kinerja organisasi dapat dilihat jika realisasi kegiatan dapat 

tercapai sesuai target atau melampaui target yang diperjanjikan, kinerja organisasi 

dikatakan tidak  berhasil jika capaian kinerja jauh dari target yang diperjanjikan, untuk 

memudahkan penentuan keberhasilan kinerja organisasi tersebut maka ditetapkan 

indikator yang terukur dimana capaian kinerja dikatakan berhasil jika realisasi capaian 

kinerja mencapai 80% - 100% atau melampaui target yang ditetapkan. 

Mengacu pada indikator diatas, maka realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD kurun 

waktu 2022 dikategorikan berhasil dimana seluruh program kegiatan yang direncanakan 

berada dalam indikator “berhasil” sebagaimana telah ditetapkan. Berikut realisasi capaian 

kinerja Sekretariat DPRD tahun 2022: 

Tabel 3.1: Realisasi Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022  

Sasaran Strategis Indiikator Kinerja Target 
2022 

Realisasi 
2022 

Kategori 

Meningkatnya Kualitas 
Layanan 
Kesekretariatan DPRD 

Persentase layanan 
kesekretariatan DPRD sesuai 
standar dan prosedur 

100% 100,58% Berhasil 

Meningkatnya Kualitas 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
Perangkat Daerah 

Predikat SAKIP Perangkat 
Daerah 

BB CC Tidak 
berhasil 

Persentase Tertib 
Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Perangkat Daerah 

100% 92,01% Berhasil 

Indeks Kepuasan Pengguna 
Pelayanan Publik Perangkat 
Daerah 

Baik Baik Berhasil  
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Tabel 3.2: Realisasi Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2019-2022  

Sasaran 
Strategis 

Indiikator Kinerja Realisasi 
2019 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Realisasi 
2022 

Meningkatnya 
Kualitas 
Layanan 
Kesekretariatan 
DPRD 

Persentase layanan 
kesekretariatan DPRD 
sesuai standar dan 
prosedur 

100% 100% 100% 100,58% 

Meningkatnya 
Kualitas Tata 
Kelola 
Pemerintahan 
Perangkat 
Daerah 

Predikat SAKIP Perangkat 
Daerah 

B (67,11) B (66,81) CC (59,69) CC (59,69) 

Persentase Tertib 
Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Perangkat Daerah 

93,47% 99,45% 98,49% 92,01% 

Indeks Kepuasan Pengguna 
Pelayanan Publik 
Perangkat Daerah 

Baik Baik Baik Baik 

 

Mengukur kinerja Sekretariat DPRD tahun 2022 melalui sasaran strategis yang telah ditetapkan 

maka indikator-indikator kinerja yang telah diperjanjikan di dukung oleh sejumlah program 

kegiatan/sub kegiatan.  

 

 

 

 

Layanan kesekretariatan DPRD adalah kegiatan pelayananan yang menjadi tanggungjawab 

sekretariat DPRD dalam pemenuhan administrasi kegiatan para anggota DRPD dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. Mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis ini faktor-

faktor pendukung utama dalam pemenuhan capaian kinerja ini meliputi: 

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD  

Menetapkan Peraturan Daerah merupakan salah satu tugas dan fungsi DPRD sebagaimana 

tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 sebagaimana telah di ubah dengan 

perubahan ketiga Undang-Undang nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Tahun 2021 

DPRD Kabupaten Polewali Mandar mengesahkan 3 Ranperda mejadi Perda dari 16 (enam 

belas) usulan ranperda yang diusulkan, ke 16 usulan tersebut terdiri dari 7 usulan inisiatif 

eksekutif (Perangkat Daerah) Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, 5 ranperda 

yang merupakan usul inisiatif DPRD, dan 4 ranperda yang merupakan usulan lanjutan dari 

tahun sebelumnya. 

Sasaran strategis I: 
 

Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan DPRD 

Indikator kinerja: Persentase layanan kesekretariatan DPRD sesuai 

standar dan prosedur 

 

Target: 100% 
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Adapun usulan ranperda tahun 2022 sebanyak 18 rancangan, namun yang dapat 

diselesaikan hingga tahapan penetapan Perda hanya 5 ranperda, kelima ranperda tersebut 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3: Daftar Penetapan Ranperda menjadi Peraturan Daerah Tahun 2022 

NO PERDA 
TANGGAL 

PENGESAHAN 

TANGGAL 

DIUNDANGKAN 
KETERANGAN 

01. Badan Permusyawaratan 

Desa 

4 Agustus 2022 5 Agustus 2022 BPMPD, No. reg: 01 

Tahun 2022 

02. Ketentraman dan Ketertiban 

Umum 

4 Agustus 2022 5 Agustus 2022 SATPOL PP, No. reg: 

02 Tahun 2022 

03. Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD TA. 2021 

18 oktober 

2022 

18 oktober 2022 Badan Keuangan , No. 

reg: 11 Tahun 2022 

04. Perubahan APBD TA. 2022 27 Oktober 

2022 

27 Oktober 

2022 

Badan Keuangan , No. 

reg: 15 Tahun 2022 

05. APBD Kab. Polewali Mandar 

TA 2023 

30 Desember 

2022 

30 Desember 

2022 

Badan Keuangan , No. 

reg: 26 Tahun 2022 

Jika melihat tren kinerja DPRD dalam menghasilkan regulasi setingkat Peraturan Daerah 

maka dalam kurun waktu 4 tahun terhitung dari 2019 – 2022, kinerja DPRD masih jauh dari 

target, minimnya produk hukum yang dihasilkan disebabkan oleh beberapa hal seperti: 

 Pengalokasian anggaran untuk pembahasan ranperda belum maksimal 

 Jadwal pembahasan ranperda seringkali tertunda oleh beberapa kegiatan2kegiatan 

kesektariatan DPRD lainnya seperti Kunjungan Kerja, Perjalanan Dinas dan kegiatan-

kegiatan kepartian masing-masing anggota DPRD. 

 Rencana kerja Bapemperda yang ditetapkan tidak dijadikan acuan pelaksanaan oleh 

Naggota DPRD sebagai pengampu pembahasan Ranperda dan Staf Sekretariat 

DPRD sebagai mitra dalam mendampingi DPRD memastikan pelayanan administrasi 

kesekretariatan berjalan sesuai time schedule rencana aksi yang ditetapkan. 

  



 

 17 
  

LAKIP 2022 
SEKRETARIAT DPRD 

Berikut gambaran capaian kinerja DPRD Kabupaten Polewali Mandar menghasilkan sejumlah 

produk hukum: 

Grafik 3.1 : Diagram Penetapan Produk Hukum (Peraturan Daerah) Tahun 2019-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pembahasan Kebijakan Anggaran (Pembahasan APBD) 

Lembaga DPRD sebagai mitra Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah termasuk dalam pembahasan anggaran pembangunan setiap 

tahunnya. Fungsi budgetting (penganggaran) menjadi salah satu tugas dan fungsi DPRD 

atas Trias fungsi DPRD, dalam kurun waktu 2019-2022 pembahasan anggaran dilaksanakan 

sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, dan penetapannya sesuai waktu yang 

telah ditetapkan, kecuali penetapan anggaran (APBD) Tahun 2022, penetapan anggaran 

2019, 2020, 2021, dan 2023 melahirkan kesepakatan yang telah tertuang dalam keputusan 

bersama dan ditetapkan melalu PERDA APBD. Khusus untuk APBD thun 2022 tidak tercapai 

Gambar 3.2: Rapat Harmonisasi Ranperda Tahun 

2022 

Gambar 3.3: Kunjungan Kerja Pansus Tahun 2022 
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kesepakatan antara lembaga DPRD dengan Pihak Eksekutif pemerintah Daerah Kabupaten 

Polewali Mandar sehingga penyelenggaraan pemerintahan dengan penggunaan APBD 

hanya menggunakan peraturan kepala daerah tahun 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Pengawasan penyelenggaran pemerintahan oleh DPRD terbagi dalam 4 urusan, dalam 

pelaksanaannya 4 urusan tersebut di kelompokkan dalam 4 komisi yang masing-masing 

membidangi urusan pemerintahan serumpun. 4 komisi tersebut adalah : 

Tabel 3.4: Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2022 

NO KOMISI KEGIATAN PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN 

JUMLAH 

ANGGOTA 

DEWAN 

PAGU 

ANGGARAN 

KEGIATAN 

1 KOMISI I Pengawasan dan Penyelenggaraan 

Bidang Pemerintahan dan Hukum 

10 578.515.000 

 KOMISI II Pengawasan dan Penyelenggaraan 

Bidang Perekonomian 

11 354.812.000 

 KOMISI III Pengwasan dan Penyelenggaraan Bidang 

Infrastruktur 

10 381.039.000 

 KOMISI IV Pengawasan dan penyelenggaraan 

Bidang Kesejahteraan Rakyat 

10 389.838.800 

 Kegiatan Komisi terdiri dari penyelenggaraan rapat dengar pendapat antara masyarakat 

dengan menghdirkan perangkat daerah yang terkait dengan urusan aduan masyarakat, 

selain itu setiap Komisi melakukan kunjungan ke daerah-daerah yang dianggap pengelolaan 

penelenggaraan pemerintahannya lebih baik dari Kabupaten Polewali Mandar atau 

memiliki karakteristik wilayah dean demografi yang relatif sama, sehingga anggota DPRD 

Gambar 3.4: Pembahasan Anggaran Perubahan 

(APBD Perubahan)Tahun 2022 

Gambar 3.5: Rapat Dengar Pendapatan Komisi I 

Tahun 2022 
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berharap penerapan kebijakan di daerah-daerah tujuan dapat di duplikasi di tempat asal 

(Kabupaten Polewali Mandar). 

 

 

 

 

 

 

 

4. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 

Pelaksanaan reses sebagai manifestasi penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan 

menyerap dan menghimpun aspirasi-aspirasi masyarakat, pelaksanaan rese ini mengacu 

pada Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata 

Tertib DPRD Prvinsi, Kabupaten dan Kota, serta secara terperinci di jabarkan dalam  Taata 

Tertib DPRD Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2021. 

Setiap Anggota DPRD berkewajiban melakukan Reses 3 kali dalam 1 tahun anggaran, 

pelaksanaan reses dilaksanakan di beberapa titik dengan menghadirkan sejumlah 

masyarakat yang menjadi perwakilan kelompok/komunitas setiap bidang. Hasil reses 

merupakan embrio lahirnya pokok-pokok pikiran yang menjadi salah satu usulan 

pelaksanaan pembangunan. 

Pelaksanaan reses 2022 menggunakan anggaran APBD sebesar Rp. 9.754.223.000 

(sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu) 

dengan jumlah peserta setiap titik 600 orang. Anggaran ini hanya meningkat sebesar 0,25 

% atau sebesar 24.411.200 dari alokasi anggaran pelaksanaan reses tahun 2021 yang 

mencapai Rp. 9.729.811.800. Peningkatan yang tidak signifikan ini dikarenakan ada 1 (satu) 

orang anggota DPRD yang tidak dapat melakukan Reses Tahap ke III karena tersangkut 

kasus hukum (penggunaan obat terlarang/narkoba) pada saat jadwal/masa Reses Tahap III 

sedang berlangsung. 

Tabel 3.5: Penggunaan APBD untuk pelaksanaan Reses tahun 2022 

NO URAIAN Jumlah 
Anggota 

DPRD 

Jumlah 
Peserta 
Reses 

Total 
Peserta 

Jumlah Anggaran 
(Rp) 

 Reses I 45 600 27.000  

9.754.223.000  Reses II 45 600 27.000 

 Reses III 44 500 22.000 

Gambar 3.7: Kunjungan Kerja Komisi II Tahun 2022 
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Total  17.000 76.000  

 

Tabel 3.6: Penggunaan APBD untuk Pelaksanaan Reses Tahun 2019 - 2022 

NO Tahun 
Pelaksanaan 

Jumlah 
Anggota 

DPRD 

Total 
Peserta 

Jumlah 
Anggaran (Rp) 

Keterangan 

01 Tahun 2019 45 54.000 4.042.620.000 Reses hanya dilaksanakan 2 kali 

02 Tahun 2020 45 29.700 5.786.260.000 Jumlah peserta reses hanya 200 
orang 

03 Tahun 2021 45 81.000 9.729.811.800  
04 Tahun 2022 45 76.000 9.754.223.000 1 orang Angg. DPRD hanya 

melakukan 2 kali Reses 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Predikat SAKIP Perangkat Daerah  

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) Sekretariat DPRD Tahun 2022, nilai evaluasi hanya berada posisi  ke 29 dengan nilai 

akhir 59,69 dengan predikat CC, perolehan ini jauh dari target perolehan SAKIP 2022 

sebagaimana yang diperjanjikan yakni predikat BB. 

Rendahnya perolehan nilai SAKIP sangat dipengaruhi oleh kinerja ASN pada Sekretariat 

DPRD yang lebih mengutamakan tugas tambahan dari pada tugas pokok sebagai ASN pada 

sekretariat DPRD, tugas tambahan yang menjadi prioritas para ASN adalah tugas yang 

melekat sebagai Alat Kelengkapan Dewan. Tugas-tugas AKD menjadi prioritas ASN 

mengingat tugas-tugas tersebut bersentuhan langsung dengan anggota DPRD dalam 

melakukan pendampingan perjalanan dinas, padatnya kegiatan perjalanan dinas 

menyebabkan sejumlah ASN tidak dapat fokus terhadap penyelesaian tugas dan fungsinya 

sesuai jabatan yang di emban. Dampak dari hal tersebut pemenuhan data dan capaian 

kinerja berdasarkan target kinerja tidak terpenuhi, penyusunan LAKIP yang membutuhkan 

sejumlah data menjadi sulit didapatkan, pemenuhan  kinerja tidak dapat terealisaasi sesuai 

target. Oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan terhadap perubahan pola pikir/mind 

set ASN dalam prioritas kerja berdasarkan tugas dan fungsi yang di emban. Bahkan secara 

SASARAN STRATEGIS ii: 
 

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan 

Perangkat Daerah 

Indikator:  
1. Predikat SAKIP Perangkat Daerah 
2. Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah 
3. Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah 
 

 

Target:  
1. BB 
2. 100% 
3. Baik 
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ekstrim dapat dilakukan pembinaan terhadap sejumlah ASN yang tidak memenuhi tugas dan 

fungsinya sekaligus restrukturisasi ASN di lingkungan Sekretariat DPRD. 

Tabel 3.7: Realisasi Kinerja SAKIP Sekretariat DPRD Tahun 2019-2022 

TAHUN TARGET 
REALIASI 

KENDALA ALTERNATIF SOLUSI 
NILAI PREDIKAT 

2019 BB 67,11 B 

a. Hasil evaluasi SAKIP 

tahun 2019 sangat 

rendah, utamanya 

pada komponen 

pengukuran 

kinerja, evaluasi 

internal, dan 

capaian kinerja. 

b. Rendahnya kualitas 

SDM ASN pada 

Sekretariat DPRD. 

c. Kinerja ASN tidak 

mengacu pada 

sasaran strategis 

dan indikator yang 

telah diperjanjikan. 

a. Peningkatan kualitas 

SDM Sekretariat DPRD 

b. Penguatan tugas pokok 

pada seluruh ASN di 

lingkup Sekretariat 

DPRD. 

c. Peningkatan disiplin 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi kesekretariatan 

dan pelayanan 

administrasi. 

2020 BB 66,81 B 

2021 BB 59,69 CC 

2022 BB 59,69 CC 

 

2. Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah 

Tertib pengelolan keuangan dan aset di mulai dari tahap perencanaan yang dilakukan secara 

berjenjang, berpedoman pada asas kebutuhan, berorientasi pada peningkatan kualitas 

layanan di lingkup sekretariat DPRD secara tepat waktu dan tetap mengacu pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Selain tahap perencanaan, tahapan yang urgen dalam 

pengelolaan keuangan adalah penggunaan anggaran yang sesuai dengan tujuan 

perencanaan, penyediaan dokumen-dokumen administrasi yang dipersyaratkan yang daapt 

dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pengelolaan keuangan dan aset di lingkup sekretariat DPRD dapat dilihat dari waktu 

penyelesaian dokumen-dokumen administrasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, 

penyelesaian belanja modal tepat waktu dan penyelesaian administrasi 

pertanggungjawaban tepat waktu tanpa adanya temuan yang bersifat material. 

Tahun 2022, penyelesaian dokumen pertanggungjawaban keuangan dapat dilakukan tepat 

waktu, meskipun masih terdapat sejumlah anggaran yang tidak digunakan, namun hal 

tersebut tidak mengurangi kualitas pekerjaan yang dilakukan, adanya anggaran yang tidak 

digunakan merupakan upaya efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan tanpa mengurangi 
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kualitas fisik pekerjaan. Tahun 2022 nilai anggaran yang tidak digunakan tersisa sebesar Rp. 

3.989.093.316. nilai sebesar ini merupakan kesisahan anggaran dari sejumlah sub kegiatan 

seperti: 

a.  pelaksanaan Reses Tahap ke 3 sebesar Rp.  134.574.200 disebabkan 1 (satu) orang 

anggota DPRD tidak dapat melaksanakan Reses Tahap ketiga karena tersangkut kasus 

hukum (Narkoba), pada saat pelaksanaan reses yang bersangkutan masih dalam tahap 

pengadilan dan di tahan sehingga tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas di luar 

Tahanan.  

b. Anggaran pemeliharaan barang milik daerah sebesar RP. 203.832.309 merupakan 

kesisahan dari belanja pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional, Belanja pajak 

kendaraan. 

c. Sub kegiatan penyelenggaraan Rapat  koordinasi dan konsultasi dan penyediaan bahan 

logistik kantor sebesar Rp.1.822.964.374, kegiatan utama pada sub kegiatan rapat 

koordinasi dan konsultasi adalah perjalanan dinas Anggota DPRD ke luar daerah yang 

dapat di dampingi oleh ASN dan Non ASN di lingkup sekretariat Daerah, adapun bahan 

logistik kantor merupakan anggaran penyediaan logistik unsur pimpinan, logistik Komisi, 

logistik fraksi dan makan minum rapat kantor. 

d. Kesisahan anggaran terbesar lainnya adalah Anggaran Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN sebesar Rp. 1.675.972.415. kesisahan ini termasuk di dalamnya kesisahan gaji dan 

tunjangan Anggota DPRD tahun 2022. 

e. Dan sejumlah kegiatan lainnya yang nilainya relatif kecil dan merupakan kesisahan 

anggaran yang tidak dapat lagi digunakan secara utuh. 

 

Grafik 3.2: Presentase Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2019-2022 
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Tabel 3.8: Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Periode 2019-2022 

NO TAHUN 

ANGGARAN 

PAGU ANGGARAN REALISASI 

ANGGARAN 

SISA ANGGARAN PERSENTASE 

CAPAIAN 

01. 2019 33.339.118.824,00,- 31.162.036.636,00,- 2.177.082.188,00,- 93,47% 

02. 2020 30.345.005.759,80,- 30.176.956.259,00,- 168.049.500,80,- 99,45% 

03. 2021 49.749.006.726,00,- 48.996.106.369,00,- 752.900.357,00,- 98,49% 

04. 2022 47.058.168.113,00,- 44.654.597.997,00,- 2.403.507.116,00,- 94,89% 

 

Capaian realisasi penggunaan anggaran kurun waktu 2019-2022 mengalami fluktuasi, dari 

tahun ke tahun terdapat beberapa kegiatan/sub kegiatan yang tidak dapat dibelanjakan karena 

sejumlah alasan, khusus tahun 2022 alasan penganggaran yang tidak terpakai adalah: 

1. Belanja modal pengadaan kendaraan dinas Roda Dua tidak dapat direalisasikan karen 

keterlambatan melakukan proses lelang secara elektronik, sehingga pad saat diajukan 

tidak ada vendor/penyedia jasa yang menyanggupi penyediaan kendaraan di maksud, 

nilai pengadaan belanja kendaraan dinas roda dua sebesar Rp. 202.077.023,00. 

2. Belanja Logistik kantor yang tidak terpakai habis dikarenakan sejumlah rapat yang 

sedianya disiapkan konsumsi tidak dilakukan karena bertepatan dengan bulan suci 

Ramadhan, nilai pengembalian makan minum rapat sebesar Rp.40.660.700,- 

3. Belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan ASN dan Anggota DPRD yang 

direncanakan jauh lebih besar daripada realisasi anggaran Gaji dan tunjangan ASN dan 

Anggota DPRD.  

Secara garis persentase besaram penganggran yang tidak teralisasi dari tahun ke tahun adalah 

sebagai berikut: 

2019

• Belanja Tidak Langsung: 99,24%

• Belanja LAngsung: 92,94%

2020

• Belanja Tidak Langsung: 99,56%

• Belanja Langsung: 99,45%

2021

• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Dalam Kab/Kota: 99,25%

• Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD: 97,53%

2022

• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Dalam Kab/Kota: 93,18%

• Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD: 98,53%



 

 24 
  

LAKIP 2022 
SEKRETARIAT DPRD 

 

 

3. Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah 

Pengukuran kinerja sekretariat DPRD salahsatunya melalui hasil penilaian dari stakeholders 

eksternal seperti Anggota DPRD, Perangkat Daerah dan Tamu yang melakukan kunjungan, 

masyarakat dan stakeholders lainnya. 

Tahun 2022 telah dilakukan survey secara elektronik dan manual, dan hasil survey tersebut 

menunjukkan bahwa dari 53 Jumlah responden yang melakukan survey, nilai rata-rata yang 

diperoleh mencapai angka 98,46%, hasil ini menunjukkan meningkatnya kualitas pelayanan 

dan kinerja Sekretariat DPRD yang ditunjukkan dengan tingginya tingkat kepuasan 

responden terhadap pelayanan sekretariat DPRD. 

Responden yang melakukan survey merupakan tamu dari luar daerah Kabupaten Polewali 

Mandar yang melakukan kunjungan kerja dan konsultasi di kantor Sekretariat DPRD 

Kabupaten Polewali Mandar, responden yang mengisi survey secara elektronik umumnya 

tamu Anggota DPRD dari luar Provinsi Sulawesi Barat, 35 responden tersebut terdiri dari 42 

orang laki-laki, dan 11 Perempuan dengan tingkat pendidikan SMA 4 orang, S1 sebanyak 44 

orang, S2 sebanyak 4 orang dan 1 orang berpendidikan SD, yang bersangkutan merupakan 

masyarakat yang mengadu terkait permasalahan di tempatnya. 

Jenis pelayanan pada Sekretariat DPRD ada 5 jenis layanan, sepanjang tahun 2022 jenis 

pelayanan yang paling dominan adalah jenis layanan Menerima dan melayani Tamu 

Pimpinan DPRD Kabupaten Polewali Mandar dan jenis layanan Manajemen Aspirasi 

Masyarakat yang mencapai angka 99,9% tingkat kepuasan, sedangkan jenis layanan yang 

mencapai angka > 98 % adalah jenis layanan menerima dan melayani tamu alat kelengkapan 

DPRD Kabupaten Polewali Mandar dan jenis layanan menerima dan melayani masyarakat 

yang membutuhkan informasi dan kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Polewali Mandar. Jenis 

layanan yang menerima dan melayani tamu anggota DPRD kunjungan kerja dan konsultasi 

hanya 94,45%. 

Jika mencermati hasil survey tersebut, maka indikator utama kinerja Sekretariat DPRD 

mencapai hasil memuaskan dan dikategorikan “Berhasil”. 
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Tabel 3.9: Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024 

NO PROGRAM/KEGIATAN 

TAHUN ANGGARAN 

2019 2020 2021 2022 

Pagu 
Anggaran 

Realisasi Pagu Anggaran Realisasi Pagu Anggaran Realisasi Pagu Anggaran Realisasi 

 Program Dukungan 
Pelaksanaan Tugas 
dan Fungsi DPRD 

 

 Pembentukan 
Peraturan Daerah 
dan Peraturan DPRD 

3.325.706.000  3.219.313.124 3.683.357.000 3.660.631.300 2.003.276.000 1.953.416.416 839.934.200 817.195.200 

 Pembahasan 
Kebijakan Anggaran 

0 0 0 0 704.487.800 704.305.092 830.291.800 816.039.880 

 Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

7.525.184.000 7.391.889.904 9.250.209.000,00 9.250.073.958,00 2.438.070.000 2.335.495.311 2.466.692.800 2.461.683.605 

 Peningkatan 
Kapasitas DPRD 

1.212.058.700 714.016.891 9.250.209.000 9.250.073.958 7.118.109.200 6.775.645.728 1.160.476.000 1.117.499.619 

 Penyerapan dan 
Penghimpunan 
Aspirasi Masyarakat  

4.241.270.000 3.932.265.000 5.786.260.000 5.778.659.400 9.845.201.800 9.794.888.400 9.754.223.000 9.618.538.800 

 Program Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

        

 Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

50.103.000 49.890.300 23.753.800 23.753.800 40.952.000 39.521.100 68.939.600 67.939.800 

 Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

2.832.705.824 2.791.568.750 2.836.342.796,80 2.823.113.906,00 21.118.146.726 21.040.162.003 22.637.548.113 20.958.739.098 
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NO PROGRAM/KEGIATAN 

TAHUN ANGGARAN 

2019 2020 2021 2022 

Pagu 
Anggaran 

Realisasi Pagu Anggaran Realisasi Pagu Anggaran Realisasi Pagu Anggaran Realisasi 

 Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

1.098.575.000 1.051.534.671 275.965.000,00 272.765.000,00 347.683.300 347.070.100 368.441.400 308.536.600 

 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

5.189.452.000 4.870.062.527 5.351.517.212 5.320.032.806 3.962.974.250 3.944.355.462 7.711.956.000 5.880.267.226 

 Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

74.875.000 74.875.000 170.000.000 168.423.000 506.500.000 506.477.000 699.027.200 184.041.800 

 Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

543.904.000 440.940.829 463.049.350 442.785.103 812.911.700 765.234.344 781.226.800 763.414.632 

 Pemeliharaan Barang 
milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

96.150.000 87.136.550 97.700.000 81.303.400 327.826.750 320.176.513 854.838.000 651.005.691 

 Layanan Keuangan 
dan Kesejahteraan 
DPRD 

591.590.000 525.615.900 588.870.000 579.165.820 522.867.200 469.358.900 470.096.400 448.810.200 

 

  

  



 

 27 
  

LAKIP 2022 
SEKRETARIAT DPRD 

95,31% 95,95%

-0,64%

% Kinerja % Anggaran % Efisiensi

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN 

Pengelolaan akuntabilitas keuangan Sekretariat DPRD tahun 2022 adalah wujud integritas 

dan tanggungjawab terhadap penggunaan anggaran daerah dengan tetap berpedoman 

pada peraturan perundang-undangan. Sejatinya pengelolaan dan penggunaan anggaran 

menganut pada asas efektifitas dan efisiensi anggaran tanpa mengecualikan kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan. Namun seringkali  program/kegiatan yang telah direncanakan 

secara ideal namun dalam pelaksanaannya terdaapt sejumlah kendala/permasalahan yang 

dihadapi sehingga target ideal yang diharapkan tidak dapat terwujud. 

Tahun 2022 besaran anggaran Sekretariat DPRD adalah Rp.47.058.168.113, realisasi 

anggaran sebesar Rp.44.654.597.997 atau 94,89% yang berarti tersisa anggaran yang tidak 

terpakai sebesar Rp.2.403.507.116 jika dipersentasekan mencapai 5,11%. Sedangkan 

persentase kinerja yang dihasilkan dari penggunaan anggaran tersebut sebagian besar sulit 

terukur secara kuantitatif. Berikut data-data realisasi pengelolaan anggaran dan hasil 

kinerja DPRD tahun 2022: 

Grafik 3.3: Presentase Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil analisa data tersebut, jika disandingkan antara realisasi kinerja dengan realisasi 

anggaran maka penggunaan anggaran 2022 masuk dalam kategori “IN- Efesiensi” sebesar 

0,64% dari capaian kinerja Sekretariat DPRD secara menyeluruh
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Tabel 3.10: Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun 2022  

NO Sasaran Strategis/ Indikator Target 
Kinerja 

(%) 

Realisasi 
Kinerja 

(%) 

% 
Capaian 
Kinerja 

Pagu Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran 
(Rp) 

% 
Realisasi 
Anggaran 

% 
Efisiensi 

Keterangan 

I Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan DPRD 

1 Pembentukan Peraturan Daerah 
dan Peraturan DPRD 

5 

Perda 

5 

Perda 

100  839.934.200   817.195.200  97,29 2,71 Program 

Dukungan 

Pelaksanaan 

Tugas dan 

Fungsi DPRD 

2 Pembahasan Kebijakan Anggaran 210 

kali 

210 

kali 

100  830.291.800   816.039.880  98,28 1,72 

3 Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

145 

kali 

157 

kali 

106,61  2.466.692.800   2.461.683.605  99,76 6,85 

4 Peningkatan Kapasitas DPRD 45 

orang 

44 

orang 

96,3  1.160.476.000   1.117.499.619  96,30 0,00 

5 Penyerapan dan Penghimpunan 
Aspirasi Masyarakat  

100 100 100  9.754.223.000   9.618.538.800  98,13 1,87 

II Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah 

6 Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

100 100 100  68.939.600   67.939.800  97,19 2,81 Program 

penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Kabupaten/Kota 

7 Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

WTP WTP 100  22.637.548.113   20.958.739.098  91,36 8,64 

8 Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

100 79,17 79,17  368.441.400   358.658.446  92,88 -13,71 

9 Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

100 92,14 92,14  6.126.445.600   5.880.267.226  97,27 -5,13 

10 Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

100 107,99 107,99  699.027.200   694.805.800  99,73 8,26 

11 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

100 75,12 75,12  781.226.800   763.414.632  96,53 -21,41 
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NO Sasaran Strategis/ Indikator Target 
Kinerja 

(%) 

Realisasi 
Kinerja 

(%) 

% 
Capaian 
Kinerja 

Pagu Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran 
(Rp) 

% 
Realisasi 
Anggaran 

% 
Efisiensi 

Keterangan 

12 Pemeliharaan Barang milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

100 86,17 86,17  854.838.000   651.005.691  87,17 -0,99 

13 Layanan Keuangan dan 
Kesejahteraan DPRD 

100 95,47 95,47  470.083.600   448.810.200  95,47 0,00 

Jumlah 95,31 95,31  47.058.168.113   44.654.597.997  95,95 -0,64  
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BAB IV PENUTUP 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD disusun 

sebagai wujud pertanggungjawaban administrasi dan tanggungjawab moral terhadap 

pengelolaan anggaran daerah tahun 2022, sebagaimana target kinerja yang telah 

diperjanjikan oleh Sekretaris DPRD tahun 2022 maka seluruh program kegiatan yang telah 

direncanakan mengacu pada sasaran strategis tersebut, dan capaian kinerja kurun waktu 

tahun 2022 dapat dikategorikan “berhasil”, hal ini dapat dilihat pada capaian kinerja 

berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, hasil capaian kinerja tahun 2022 

mencapai 95, 31%  dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 44.654.597.997, atau 95,95%. 

Dalam kedudukannya sebagai fungsi penunjang penyelenggaran pemerintahan daerah 

yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan administrasi keseretariatan DPRD, maka aktifitas 

utama Sekretariat DPRD adalah memastikan pelayanan administrasi kepada anggota DPRD 

berjalan dengan baik dan terkontrol, memastikan pelayanan terhadap tamu-tamu baik dari 

masyarakat Kabupaten Polewali Mandar, Perangkat Daerah maupun Tamu-Tamu lintas 

daerah yang datang secara berkala terlayani sesuai dengan Standar Operasional Prosedur 

yang berlaku. Menjamin kebutuhan logistik  DPRD tersedia, memastikan kelangsungan 

rapat-rapat paripurna terlaksana tepat waktu, melakukan koordinasi intensif kepada 

Perangkat Daerah terutama dalam hal penyelenggaraan rapat-rapat di tingkat DPRD 

Kabupaten Polewali Mandar. 

Selain capaian kinerja yang dianggap berhasil, selama proses pelaksanaan kegiatan juga 

ditemui sejumlah kendala dan menjadi salah satu kelemahan yang selalu berulang yang 

terjadi di lingkup Sekretariat DPRD. Kendala-kendala dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Ketepatan waktu pelaksanaan Rapat-Rapat, baik itu Rapat Pembahasan Anggaran, 

Rapat Kerja, maupun Rapat Dengar pendapat dengan Perangkat Daerah. 

2. Antusiasme Anggota DPRD dalam mengikuti Rapat-Rapat, sangat sering terjadi jumlah 

Anggota DPRD  yang hadir tidak mencapai kuorum dalam menghasilkan keputusan 

sehingga seringkali rapat di tunda karena kondisi tersebut. 

3. Perlunya melakukan restrukturisasi ASN mengingat Kualitas Sumber Daya Manusia ASN 

di lingkungan Sekretariat DPRD yang masih jauh dari standar kompetensi jabatan yang 

di emban, ±80% ASN tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, masih 

banyak ASN yang tidak memahami tugas dan fungsinya sesuai jabatan yang di ampu 
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